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Untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2012 dan 2011


BAB III

IKTHISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

I. KEBIJAKAN APBD KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018 
Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah menggunakan akrual basis, dan menjadi pedoman baku bagi pemerintah daerah untuk dapat menyajikan laporan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.
Untuk itu Pemerintah Kota Surakarta menyusun Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai bentuk pertanggungjawabam Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dalam basis akrual untuk yang ketiga  kalinya.
Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah dan menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan perincian sebagai           berikut :
1. Memberikan penjelasan secara kuantitatif dan kualitatif terhadap kinerja keuangan selama periode tahun anggaran 2018.
2. Menjelaskan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Surakarta berkaitan dengan sumber-sumber pemerintah, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
3. Memberikan gambaran terhadap perkembangan kekayaan daerah yang menjadi kewenangan dan hak Pemerintah Kota Surakarta.
4. [bookmark: _GoBack]Menggambarkan posisi keuangan terkait pelaksanaan kinerja pemerintah daerah selama tahun anggaran 2018.
Mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara. APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi ekonomi daerah.
Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah  dan Surat Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 061/19568 tanggal 27 Desember 2017 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor  3 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPT Daerah Kota Surakarta, dalam APBD Tahun Anggaran 2018 khususnya beberapa UPT di Kota Surakarta yang mengalami perubahan klasifikasi dan terdegradasi serta terlikuidasi. 
Struktur APBD Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 berpedoman sepenuhnya kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018. Komposisi APBD 2018 diproyeksikan sebagai satu kesatuan format sebagai berikut:  
1. 	Pendapatan Daerah, terdiri dari :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi : Pajak Daerah; Retribusi Daerah; Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; Lain-lain PAD yang sah.
b.	Dana Perimbangan, meliputi : Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak; Dana Alokasi Umum; Dana Alokasi Khusus.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, meliputi : Pendapatan Hibah; Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya; Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus; Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya,
2.	Belanja Daerah, terdiri dari :
a. 	Belanja Tidak Langsung, meliputi : Belanja Pegawai (termasuk Tambahan Penghasilan);  Belanja Bunga; Belanja Hibah;  Belanja Bantuan Sosial; Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota/Pemerintahan Desa dan Partai Politik; Belanja Tak Terduga. 
b. Belanja Langsung, meliputi : Belanja Pegawai; Belanja Barang dan Jasa; Belanja Modal.
3. 	Pembiayaan, terdiri dari :
a. 	Penerimaan Pembiayaan bersumber dari : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA); Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Penerimaan kembali pemberian pinjaman/Dana Bergulir; Penerimaan dari pihak ketiga. 
b.	Pengeluaran Pembiayaan, mencakup : Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; Pembayaran pokok hutang; Pemberian Pinjaman Daerah; Pengembalian Kepada Pihak Ketiga
II.  	PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
1. 	Permasalahan utama Pendapatan Daerah
	Permasalahan utama pendapatan daerah adalah tingginya kebutuhan daerah dan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, sehingga daerah masih sangat tergantung dengan dana transfer dari pemerintah pusat.
Kondisi demikian menuntut pemerintah daerah untuk melakukan optimalisasi ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah. Proyeksi pendapatan pajak dan retribusi daerah, perlu didasarkan potensi masing-masing sumber pendapatan dengan melakukan upaya peningkatan pendapatan, melalui optimalisasi pelayanan pajak dan retribusi secara online dengan dukungan sarana dan prasarana maupun peningkatan SDM pemungut pajak dan retribusi serta peningkatan kesadaran kewajiban wajib pajak dan retribusi. 
Adanya kebijakan pemerintah yang mengalokasikan dana transfer ke pemerintah daerah lebih daripada alokasi belanja kementerian/lembaga memberikan peluang kenaikan dana transfer seperti Dana Alokasi Khusus yang berdasar pada proposal yang diajukan oleh daerah. 
2. 	Kebijakan Umum Pendapatan Daerah
Kebijakan Umum Pendapatan Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut :
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD).
1)  Semua pendapatan asli daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, yaitu jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah dalam rangka bagi hasil.
2) Pendapatan asli daerah dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur sacara rasional dan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan berpedoman pada:
a) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
b) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
c) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Peraturan Walikota Nomor 973/95/1/2017 tentang Penetapan NJOP PBB Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018; 
d) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; dan
e) Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan Milik Daerah Tahun 2017, berdasarkan :
e.1)	Keputusan Walikota Surakarta tanggal 22 Maret 2018  Nomor 580/14.6 Tahun 2018 tentang Pengesahan Laporan Laba/Rugi Tahun 2017 dan Neraca Per 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Solo;
e.2)	Keputusan Walikota Surakarta tanggal 1 Maret 2018 Nomor 539/13.3 Tahun 2018 tentang Pengesahan Laporan Laba/Rugi Tahun 2017 dan Neraca Per 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Taman Satwa taru Jurug Surakarta Tahun 2017;
e.3)	Keputusan Walikota Surakarta tanggal 29 Maret 2018 Nomor 539/15.2 Tahun 2018 tentang Laporan Neraca dan Laba/Rugi Per 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Pusat Pergudangan Kota “Pedaringan” Surakarta Tahun 2017;
e.4) Keputusan Walikota Surakarta tanggal 22 Maret 2018 Nomor 539/33 Tahun 2018 tentang Pengesahan Laporan Laba/Rugi Tahun 2017 dan Neraca Per 31 Desember 2017 Perusahaan Daerah Air Minum Kota Surakarta
f) Perda lain yang terkait.
3)  Pendapatan dari bagi hasil Laba Perusahaan Milik Daerah berpedoman pada Keputusan tentang pengesahan laporan keuangan perusahaan daerah tahun 2017.
4) 	Guna meningkatkan intensifikasi pendapatan daerah perlu diefektifkan penerapan peraturan daerah yang sudah ada serta peningkatan mutu pelayanan kepada para pengguna jasa layanan pemerintah; 
5)  Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai Rencana Bisnis Anggaran kecuali hibah terikat diperlakukan sesuai dengan peruntukannya. 
b. Dana Perimbangan.
Terhadap alokasi dan penggunaan Dana Perimbangan yang bersumber dari Pemerintah Pusat disesuaikan dengan :
b.1) Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018;
b.2)  Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018; 
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
c.1) Alokasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat berkaitan dengan pelaksanaan program/kegiatan yang disesuaikan dengan penetapan alokasi definitif dari Kementerian Keuangan atau Kementerian Teknis lainnya.
c.2) Rencana Dana Insentif Daerah (DID) mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan Dana Insentif Daerah (DID) Tahun Anggaran 2018 untuk Provinsi/Kabupaten/Kota.
c.3) Penyesuaian Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi berdasarkan Keputusan Gubenur Jawa Tengah Nomor 971.1/056/2018 tentang Alokasi Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
c.4) Penyesuaian Bantuan Keuangan dari Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018.
2.Target dan Realisasi Pendapatan
	Realisasi pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan perekonomian daerah. Kinerja pendapatan daerah tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut :
Tabel 7. Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah 
Tahun Anggaran 2018
	NO
	JENIS PENDAPATAN DAERAH 
	JUMLAH 
	%

	
	
	Anggaran
	Realisasi
	

	1.1
	Pendapatan Asli Daerah
	505.328.290.741,00
	525.125.554.686,00     
	103,92

	1.1.1
	Pajak Daerah
	320.003.000.000,00 
	339.920.406.672,00 
	106,23 

	1.12
	Retribusi Daerah
	63.971.784.000,00 
	57.024.070.534,00 
	89,14 

	1.1.3
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
	12.258.538.000,00 
	12.258.541.140,00 
	100,00 

	1.1.4
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
	109.094.968.741,00 
	115.913.787.401,00 
	106,25 

	1.2
	Dana Perimbangan 
	1.105.642.416.000,00 
	1.090.922.293.666,00 
	98,67 

	1.2.1
	Dana Bagi Hasil Pajak
	60.532.430.000,00 
	46.173.154.688,00 
	76,28 

	1.2.2
	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)
	1.377.798.000,00 
	1.340.170.369,00 
	97,27 

	1.2.3
	Dana Alokasi Umum
	826.753.038.000,00 
	826.587.795.000,00 
	99,98 

	1.2.4
	Dana Alokasi Khusus
	216.979.150.000,00 
	216.821.173.609,00 
	99,93 

	1.3
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
	256.637.923.000,00 
	263.008.168.327,00
	101,46 

	1.3.1
	Pendapatan Hibah
	47.424.800.000,00 
	47.510.847.623,00 
	100,18 

	1.3.2
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak
	150.876.523.000,00 
	155.505.351.958,00 
	103,07 

	1.3.3
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
	33.250.000.000,00 
	33.250.000.000,00 
	100,00 

	1.3.4
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
	25.086.600.000,00
	24.128.135.273,00
	100,00

	1.3.5
	Pendapatan Lainnya
	2.613.833.473,00
	2.613.833.473,00
	100,00

	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH
	
1.867.608.629.741,00
	
1.879.056.016.679,00 
	
101 %


Sumber : BPPKAD Kota Surakarta

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 1.867.608.629.741,00 terealisasi sebesar  Rp. 1.879.056.016.679,00  atau 100,61%, dengan perincian sebagai berikut:
1.   Pendapatan Asli Daerah :
Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan sebesar                                         Rp. 505.328.290.741,00 terealisasi sebesar  Rp. 525.125.554.686,00 atau sebesar 104,43%. 
a. 	Pajak Daerah
Pendapatan Pajak daerah yang diproyeksikan sebesar                                             Rp. 320.003.000.000,00  terealisasi sebesar Rp. 339.920.406.672,00  atau sebesar  106,22%. 
b. 	Retribusi Daerah
Pendapatan Retribusi yang direncanakan sebesar  Rp. 63.971.784.000,00  terealisasi sebesar   Rp. 57.024.070.534,00  atau 89,14%.
c. 	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayan Daerah Yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp. 12.258.538.000,00 terealisasi sebesar                                 Rp. 12.258.541.140,00  atau 100,00%.

d. 	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
Dari sisi Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp. 109.094.968.741,00 terealisasi sebesar                                                   Rp. 115.913.787.401,00  atau 106,25%.
2. 	Dana Perimbangan :
2.1 Dana Perimbangan direncanakan sebesar Rp. 1.105.642.416.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.090.922.293.666,00 atau 98,67%. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan terdiri dari :
a. Bagi Hasil Pajak, direncanakan sebesar Rp. 60.532.430.000,00 terealisasi sebesar Rp. 46.173.154.688,00 atau 76,28%.
b. Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) , direncanakan sebesar Rp 1.377.798.000,00 terealisasi sebesar                                               Rp 1.340.170.369,00 atau 97,27%
c. Dana Alokasi Umum (DAU) direncanakan adalah sebesar                        Rp. 826.753.038.000,00  terealisasi sebesar                                                       Rp. 826.587.795.000,00 atau 99,98%.
d. Dana Alokasi Khusus (DAK) direncanakan sebesar                                     Rp. 216.979.150.000,00 terealisasi  sebesar                                                      Rp. 216.821.173.609,00 atau 99,93%.
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Lain-lain pendapatan daerah yang sah direncanakan  sebesar                              Rp. 256.637.923.000,00  terealisasi sebesar Rp. 263.008.168.327,00 atau  102,48%, dengan perincian :
3.1  Pendapatan Hibah direncanakan sebesar Rp. 47.424.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 47.510.847.623,00 atau  100,18%. 
3.2  Dana Bagi Hasil dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya direncanakan sebesar Rp 150.876.523.000,00 terealisasi sebesar  Rp.  155.505.351.958,00 atau 103,7%
3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus direncanakan sebesar Rp.33.250.000,00 terealisasi sebesar Rp. 33.250.000.000,00 atau 100%. 
3.4  Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Pendapatan Lainnya direncanakan sebesar Rp. 25.086.600.000,00 terealisasi sebesar  Rp. 24.128.135.273,00 atau 96,18%
3.5 Pendapatan Lainnya, direncanakan 0 %, terealisasi sebesar                   Rp. 2.613.833.473,00
II. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH
1. 	Permasalahan Utama Belanja Daerah.
1) Permasalahan utama belanja daerah adalah adanya ketidakseimbangan antara besarnya pendapatan daerah dengan rencana kebutuhan belanja daerah. Dana perimbangan dari pemerintah pusat dan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi masih sangat dominan untuk mendanai belanja daerah tahun 2018. Kemampuan Pendapatan Asli Daerah yang + 27,01% dari pendapatan daerah Tahun 2018, tidak mencukupi untuk menunjang kebutuhan Belanja Daerah sesuai Prioritas Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Surakarta Tahun 2018.
2) Penyesuaian alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 dan DAK Non Fisik 2017, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 serta menyesuaikan dengan struktur dana transfer Tahun Anggaran 2018.
3) Pelaksanaan terkait Dana Alokasi Khusus  Fisik dan Fisik pada Tahun Anggaran 2018, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2018.
2. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Kebijakan belanja daerah dipergunakan untuk mendukung kinerja kegiatan dalam rangka penyelengaraan urusan pemerintahan daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kota Surakarta Tahun 2018. Adapun kebijakan  umum Belanja Daerah tahun anggaran 2018 diarahkan sebagai berikut :
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja Tidak Langsung direncanakan seefisien mungkin guna mencukupi kebutuhan riil penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum kepada masyarakat, dengan berpedoman kepada kebijakan dari pemerintah, pemerintah daerah dan peraturan perundangan yang lainnya. 
1.	Belanja pegawai :
1.1	Gaji PNS dihitung dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Gaji Ketigabelas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, dengan berdasar pada realisasi pembayaran gaji sampai bulan Juni 2018;
1.2 Penyesuaian penganggaran belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang  Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
1.3 Penyesuaian Tambahan penghasilan bagi guru PNSD/CPNSD yang belum  bersertifikasi  dan tunjangan profesi  guru berpedoman pada :
1.3.1 Peraturan Pemerintah Nomor 41  Tahun 2009 tentang  Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
1.3.2 Peraturan Presiden Nomor 52 tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan bagi Guru Pegawai Negeri Sipil.
1.4	Pemberian insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan dihitung berdasarkan target pendapatan sampai akhir tahun anggaran 2018.
2.	Belanja Bunga Hutang
Belanja Bunga diutamakan untuk pembayaran bunga utang yang jatuh tempo pada tahun 2018, termasuk tunggakan tahun-tahun sebelumnya beserta biaya administrasi dan denda-dendanya.
Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, belanja bunga hutang tidak mengalami perubahan kebijakan (masih sesuai dengan rencana semula).
3. Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.
3.1 Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial beserta perubahannya dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber dari APBD Kota Surakarta;
3.2 Mengakomodir Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik BOP PAUD).

4. Belanja Tidak Terduga
Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, Belanja Tidak Terduga tidak mengalami perubahan kebijakan (masih sesuai dengan rencana semula).

2.	Belanja Langsung
2.1 Penyesuaian alokasi belanja Program/kegiatan yang bersumber pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi Jawa Tengah;
2.2  Penyesuaian sasaran dan target indikator kinerja kegiatan Program/kegiatan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaannya sampai dengan triwulan II, dan dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat;
2.3 Penyesuaian standarisasi belanja mengacu pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 900/7.5 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2018 beserta perubahannya;
2.4 Percepatan Realisasi keuangan dan Pelaksanaan Kegiatan yang didanai dana transfer pemerintah pusat mempertimbangkan PMK 121/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
2.5 Mengakomodir pelaksanaan kegiatan mendesak, meliputi : 
2.5.1 Mengakomodir Kegiatan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018;
2.5.2 Mengakomodir Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota;

2.5.3 Kegiatan Pendukung Pembangunan Overpass Manahan. 
2.6 Perencanaan anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya secara administratif dan fisik harus diselesaikan sampai dengan minggu ke-2 bulan Desember 2018;
2.7 Pelaksanaan kegiatan memperhatikan batas waktu pembayaran pekerjaan Tahun Anggaran 2018 paling lambat 31 Desember 2018;
2.8 Pelaksanaan kegiatan memperhatikan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta, Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
2.9 Paket-paket pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa memperhatikan nilai paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
2.10 Pembayaran paket-paket pengadaan barang dan jasa berpedoman pada peraturan perundang - undangan yang berlaku;
2.11 Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) mengacu pada PMK Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi DBHCHT diarahkan untuk 50% mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai illegal serta 50% untuk mendanai program/kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah;
2.12 Pengelolaan Belanja BLUD berpedoman pada Peraturan Walikota Surakarta Nomor 22-B Tahun 2015 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur PPK-BLUD Kota Surakarta;
2.13 Biaya BLUD merupakan biaya operasional dan non operasional. Biaya operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi sedangkan biaya non operasional mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
2.14 Pengeluaran biaya BLUD diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume dan kegiatan pelayanan, dimana fleksibilitas tersebut merupakan pengeluaran yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
2.15 Belanja pegawai
Pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi berpedoman pada Keputusan Walikota Surakarta Nomor 900/7.5 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2018 beserta perubahannya.
2.16  Belanja Barang dan Jasa
2.16.1 Pembayaran Upah bagi THL dan Pekerja Harian Lepas/Tidak Organik di Jajaran Pemerintah Kota Surakarta disesuaikan menjadi upah bagi Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK) di Pemerintah Kota Surakarta sebagaimana diatur dalam Keputusan Walikota Surakarta Nomor 800/306 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 33 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta;
2.16.2 Penganggaran pengadaan barang (termasuk berupa aset tetap) yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2.17 Belanja Modal
Penganggaran perubahan belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaan beserta pelaksanaannya, mengingat perubahan APBD mempunyai durasi waktu efektif hanya 75 (tujuh puluh lima) hari kalender.
3. Target dan Realisasi Belanja  
Sesuai dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah, ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan kebijakan yang telah disepakati dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018, maka Target dan Realisasi belanja daerah dapat dijelaskan sebagaimana tabel berikut :
 Tabel 3.2
Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018
	NO
	BELANJA DAERAH 
	JUMLAH (Rp)
	

	
	
	ANGGARAN
	REALISASI
	%

	I.
	BELANJA TIDAK LANGSUNG 
	
	
	

	1.
	Belanja Pegawai 
	692.616.663.639,00 
	650.785.943.419,00 
	93,96 

	2.
	Belanja Bunga
	245.429.000,00 
	232.995.893,00 
	94,93 

	3.
	Belanja Hibah
	68.136.705.000,00 
	64.500.976.050,00 
	94,66 

	4.
	Belanja Bantuan Sosial
	27.949.262.000,00 
	20.146.134.092,00 
	72,08 

	5.
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kab/ Kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik 
	1.030.902.000,00 
	1.030.901.120,00 
	100,00 

	6.
	Belanja Tidak Terduga 
	2.000.000.000,00 
	1.849.622.004,00 
	92,48 

	
	TOTAL  BELANJA  TIDAK  LANGSUNG 
	791.978.961.639,00 
	738.546.572.578,00 
	93,25 

	II.
	BELANJA LANGSUNG 
	
	
	

	1.
	Belanja Pegawai 
	72.384.339.064,00 
	57.250.637.217,00 
	79,09 

	2.
	Belanja Barang dan Jasa 
	664.735.997.269,17 
	595.023.147.351,00 
	89,51 

	3.
	Belanja Modal  
	562.865.287.183,00 
	523.770.318.153,00 
	93,05 

	
	TOTAL BELANJA LANGSUNG 
	1.299.985.623.516,17 
	1.176.044.102.721,00 
	90,47 

	
	TOTAL BELANJA DAERAH 
	2.091.964.585.155,17 
	1.914.590.675.299,00 
	91,53 


Sumber : BPPKAD Kota Surakarta

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Surakarta menganggarkan Belanja Daerah sebesar  Rp. 2.091.964.585.155,17 terealisasi sebesar Rp. 1.914.590.675.299,00 atau 91,52%,  dengan perincian sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung 
Belanja Tidak Langsung dianggarkan sebesar  Rp. 791.978.961.639,00 terealisasi sebesar  Rp. 738.546.572.578,00 atau 93.25%. Pos Belanja Tidak Langsung terdiri  dari :
a. Belanja pegawai
Belanja pegawai pada belanja tidak langsung dialokasikan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNS, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta biaya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan sebesar                                              Rp. 692.616.663.639,00 terealisasi sebesar Rp. 650.785.943.419,00 atau 93,96%.
b. Belanja Bunga 
Belanja bunga yang dialokasikan untuk pembayaran kewajiban bunga hutang daerah yang jatuh tempo, dianggarkan sebesar Rp. 245.429.000,00 terealisasi sebesar Rp. 232.995.893,00 atau sebesar  94,93%. 
c. Belanja Hibah 
Alokasi anggaran sebesar Rp. 68.136.705.000,00 terealisasi sebesar Rp. 64.500.976.050,00 atau 94,66%. 
d. Belanja Bantuan Sosial 
Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp. 27.949.262.000,00 terealisasi sebesar  Rp. 20.146.134.092,00 atau 72,08%. 
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota/ Pemerintahan Desa dan Partai Politik.
Anggaran belanja dimaksud dialokasikan untuk pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik dianggarkan sebesar                                       Rp. 1.030.902.000,00 terealisasi sebesar Rp 1.030.901.120,00 atau 100%. 
f. Belanja Tidak Terduga 
Pos Belanja Tidak Terduga dialokasikan dalam anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.849.622.004,00 atau 92,48%. 
2. Belanja Langsung 
Pos Belanja Langsung dianggarkan sebesar   Rp. 1.299.985.623.516,17 terealisasi sebesar Rp. 1.176.044.102.721,00 atau 90,47 %.  Pos  Belanja  Langsung  terdiri dari :
a. Belanja Pegawai 
Belanja pegawai pada pos belanja langsung dianggarkan sebesar Rp. 72.384.339.064,00 terealisasi sebesar Rp. 57.250.637.217,00 atau 79,09%.
b. Belanja Barang dan Jasa 
Belanja Barang dan Jasa dalam Pos Belanja Langsung dianggarkan sebesar Rp. 664.735.997.269,17 terealisasi sebesar                                          Rp. 595.023.147.351,00 atau sebesar 89,51%. 


c.	Belanja Modal 
Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 562.865.287.183,00 terealisasi sebesar   Rp. 523.770.318.153,00 atau sebesar 93,05%. 

C.  	PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAERAH
1. Permasalahan utama pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan :
Menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) atas pelaksanaan APBD Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
b. Pengeluaran Pembiayaan :
· Penyertaan kepada Badan Usaha Milik Daerah belum dapat dilaksanakan secara penuh sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang pendirian perusahaan daerah dan Peraturan Daerah tentang penambahan modal kepada perusahaan daerah. Hal tersebut menyebabkan penyertaan modal yang dilaksanakan belum mampu menunjukkan hasil yang optimal.
· Penyertaan modal kepada Perumda Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan dipergunakan untuk ekstensifikasi usaha.
2.	Kebijakan Pembiayaan Daerah 	
Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah, oleh karena itu penganggaran yang dilakukan haruslah dapat memenuhi defisit anggaran yang terjadi. Dengan struktur pembiayaan netto yang bergantung pada asumsi SiLPA Tahun 2017 maka perlu pencermatan dan kehati-hatian dalam pilihan antara penguatan asumsi pendapatan daerah dan belanja daerah sehingga menghasilkan defisit murni yang moderat yang mampu ditutup dari pembiayaan netto.
a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.
· SiLPA disesuaikan dengan hasil audit BPK RI yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017.
· Penerimaan kredit/dana bergulir diperhitungkan sampai dengan akhir anggaran 2017.
b. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.
· Pembayaran hutang pokok dialokasikan sesuai kewajiban jatuh tempo 2017 dan besaran jumlah yang wajib dibayarkan memperhatihan hasil rekonsiliasi.
· Penambahan Penyertaan Modal berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Pasar Kliwon Tahun 2017;
· Pembayaran atas Pekerjaan Sumber Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 yang belum terbayarkan sampai dengan akhir tahun 2016;
· Perubahan pengelolaan Uang Jaminan Bongkar (UJB) Reklame dengan mengeluarkan sisa dana UJB Reklame di RKUD untuk ditransfer/dikelola kepada bendahara khusus pengelola UJB.

3.  Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Bagian Keenam Pembiayaan Daerah Pasal 51 menyebutkan bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Berikut adalah anggaran dan realisasi pembiayaan daerah Kota Surakarta tahun anggaran 2018 : 

Tabel 3.3. Target Dan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2018
	NO
	PEMBIAYAAN DAERAH 
	JUMLAH  (Rp)
	%

	
	
	ANGGARAN 
	REALISASI
	

	I.
	Penerimaan Pembiayaan Daerah
	
	
	

	1.
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)
	226.278.866.389,17
	226.280.448.189,17
	100

	2.
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman/Dana Bergulir 
	0,00
	23.780.500,00
	-

	3.
	Penerimaan Dari Pihak Ketiga 
	0,00
	3.133.175,00
	-

	Jumlah  Penerimaan Pembiayaan Daerah 
	226.278.866.389,17
	226.307.401.864,17
	100,01

	II.
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	
	
	

	1.
	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
	1.000.000.000,00
	1.000.000.000,00
	100

	2.
	Pembayaran Pokok Utang
	918.156.000,00
	918.102.868,00
	99,99

	3.
	Pengembalian Kepada Pihak Ketiga 
	4.754.975,00
	4.754.975,00
	100

	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	1.922.910.975,00
	1.922.857.843,00
	100

	Jumlah  Pembiayaan Netto (I-II)
	224.355.955.414,17
	224.384.544.021,17
	100,01


Sumber : BPPKAD Kota Surakarta

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 
Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2018, dianggarkan sebesar Rp. 226.278.866.389,17 terealisasi sebesar                                        Rp. 226.307.401.864,17 atau sebesar 100,01%. Pos Pembiayaan Penerimaan daerah meliputi:
1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran  Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA).
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya dianggarkan sebesar Rp. 226.278.866.389,17 terealisasi sebesar     Rp. 226.280.488.189,17 atau sebesar 100,00%. 
 2. 	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Dana Bergulir.  
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman/Dana Bergulir dianggarkan penerimaannya sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp. 23.780.500,00  yang merupakan penerimaan kembali kredit bergulir dari koperasi dan UKM.

3.	Penerimaan Dari Pihak Ketiga 
Pos Penerimaan Dari Pihak Ketiga dianggarkan penerimaannya sebesar Rp. 0,00 terealisasi sebesar Rp.3.133.175,00.
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Kota Surakarta tahun anggaran 2018, dianggarkan sebesar Rp. 1.922.910.975,00 terealisasi sebesar Rp. 1.922.857.843,00 atau sebesar 100 %. Pos Pengeluaran Pembiayaan daerah meliputi :
1.	Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah
Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah merupakan penempatan kekayaan pemerintah daerah yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Pada tahun anggaran 2018 dianggarkan sebesar  Rp. 1.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 1.000.000.000,00  atau sebesar 100 % yaitu untuk penyertaaan modal pada :  
a.   Penyertaaan modal pada P3K Pedaringan sebesar                                              Rp 1.000.000.000,00
2. 	Pembayaran  hutang pokok yang jatuh tempo
Pembayaran hutang jatuh tempo dianggarkan sebesar                                   Rp. 918.156.000,00 terealisasi sebesar Rp. 918.102.868,00 atau sebesar 99,99 %.
3. Pengembalian kepada Pihak Ketiga 
Pos Pembayaran Dana dari Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp. 4.754.975,00 terealisasi sebesar              Rp. 4.754.975,00 atau sebesar 100% yaitu diperuntukkan bagi pengembalian utang UJB yang sesuai dengan rekomendasi BPK RI untuk dikelola secara terpisah dari APBD yaitu dimasukkan dalam rekening bendahara pengelola UJB sebesar  Rp. 4.754.975,00. 00
Total Pembiayaan Bersih untuk tahun anggaran 2018 setelah perubahan, dari target sebesar  Rp. 224.355.414,17 terealisasi sebesar                           Rp. 224.224.544.021,17 atau sebesar 100,01%.  
c.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2018.
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar  Rp. 188.622.166.304,17 mengalami penurunan jika dibandingkan SILPA Tahun 2017 sebesar Rp. 226.278.866.389,17 atau menurun sebesar  Rp. 37.656.700.085,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 secara umum dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.4 	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)
Tahun Anggaran 2018

	NO
	URAIAN
	JUMLAH  (Rp)

	
	
	ANGGARAN 
	REALISASI
	TAMBAH/
(KURANG)

	I.
	Pendapatan Daerah
	1.867.608.629.741,00
	1.879.055.680.528,00
	11.447.050.787,00

	1.
	Pendapatan Asli Daerah
	320.003.000.000,00
	339.920.406.672,00
	19.917.406.672,00

	2.
	Dana Perimbangan
	1.105.642.416.000,00
	1.090.922.293.666,00
	(14.720.122.334,00)

	3.
	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang sah
	256.637.923.000
	260.394.854,00
	3.756.411.854,00

	II
	Belanja Daerah
	2.091.964.585.155,17
	1.914.590.675.299,00
	(177.373.909.856,17)

	1.
	Belanja Tidak Langsung 
	791.978.961.639,00
	738.546.572.578,00
	(53.432.389.061,00)

	2.
	Belanja Langsung
	1.299.985.623.516,17
	1.176.044.102.721,00
	(123.941.520.795,17)

	III
	Surplus (Defisit)
	(224.355.955.414,17)
	(35.762.377.717,00)
	188.593.577.697,17 

	IV
	Penerimaan Pembiayaan Daerah
	226.307.401.864,17
	226.307.401.864,17 
	28.535.475,00 

	V
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah
	1.922.857.843,00 

	1.922.857.843,00 

	(53.132,00)


	VI
	Pembiayaan Netto
	224.384.544.021,17 
	224.384.544.021,17
	28.588.607,00 

	VII
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan (III+VI)
	0,00
	
188.622.166.304,17 

	
188.622.166.304,17 



Sumber : BPPKAD Kota Surakarta
 1.	Pendapatan daerah 
Dari tabel III.4 diatas, pendapatan daerah dari  target yang ditetapkan sebesar Rp. 1.867.608.629.741,00 terealisasi sebesar                                                  Rp. 1.879.056.016.679,00atau 100,61%. lebih dari target sebesar  Rp.11.447.386.938,00. Salah satu lampauan pendapatan daerah bersumber dari PAD sebesar Rp.19.797.263.945,00
Sedangkan Pos pendapatan daerah lainnya yang under value (dibawah target yang ditetapkan) bersumber dari :
a. Pendapatan Asli Daerah
a.1 Realisasi Hasil Restribusi Daerah kurang dari target  sebesar            Rp. (6.947.713.466,00) dari target Rp.63.971.784.000,00
b. Penerimaan Dana Perimbangan kurang dari target yang ditetapkan sebesar Rp. (14.720.122.334,00) yang bersumber dari :
a.1 	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak kurang dari target sebesar Rp.(14.359.275.312,00), dari target yang ditetapkan sebesar                   Rp 60.532.430.000,00 hanya terealisasi sebesar                                                     Rp. 46.173.154.688,00  atau 76,28 %
a.2 Realisasi Dana Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam kurang dari target sebesar (Rp. 37.627.631,00) dari yang dianggarkan                           Rp. 1.377.798.000,00 hanya terealsasi  sebesar                                              Rp. 1.340.170.369,00 atau sebesar 97,27 %
a.3 Realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) kurang dari target sebesar Rp. (165.243.000,00), dari target sebesar                               Rp. 826.753.038.000,00 hanya terealisasi sebesar                                       Rp. 826.587.795.000,00 atau 99,98 % 
a.4	Realisasi pendapatan Dana Alokasi Khusus  kurang dari target sebesar Rp. (157.976.391,00), dari anggaran sebesar                                  Rp. 216.979.150.000,00 hanya terealisasi sebesar                                         Rp. 216.821.173.609,00 atau sebesar 99,93%
c. Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah utamanya pada Bantuan Keuangan Provinsi kurang dari target sebesar                               Rp (958.464.727,00), dari target yang ditetapkan sebesar                                      Rp 25.086.600.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp 24.128.165.273,00 atau 96.18 %
2.	Belanja Daerah 
Pelaksanaan belanja daerah tahun anggaran 2018 mengalami efisiensi sebesar Rp. 177.373.909.856,17 atau 8.48 % dari rencana anggaran sebesar  Rp.2.091.964.585.155,17. Pos-pos belanja daerah yang memberikan kontribusi atas efisiensi tersebut adalah : 
a).	Belanja Tidak Langsung, terealisasi sebesar Rp. 738.546.572.578,00 dari anggaran sebesar  Rp. 791.978.961.639,00 mengalami efisiensi sebesar Rp. 53.432.389.061,00 atau 6,75%. Efisiensi belanja tidak langsung antara lain pada Belanja Pegawai sebesar                                         Rp. 41.830.720.220,00 Belanja Bunga sebesar Rp.12.433.107,00 Belanja Hibah sebesar Rp. 3.635.728.950,00 Belanja Bantuan Sosial  sebesar Rp. 7.803.127.908,00 Belanja Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp. 880,00 serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp. 150.377.996,00 
b).	Belanja Langsung terealisasi sebesar  Rp. 1.176.044.102.721,00 atau 90,47 % dari target sebesar Rp. 1.299.985.623.516,17 terdapat efisiensi/sisa pagu sebesar Rp. 123.941.520.795,17 atau 9,53%.
	Sumber efesiensi/sisa pagu belanja langsung bersumber dari belanja pegawai sebesar Rp.15.133.701.847,00 belanja barang dan jasa sebesar Rp 69.712.849.918,17 dan belanja modal sebesar  Rp. 39.094.969.030,00 antara lain disebabkan oleh sisa pagu belanja modal baik melalui pengadaan langsung maupun yang dilelangkan melalui BLP.
3.	Pembiayaan Daerah 
a).	Penerimaan Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar                                  Rp.226.307.401.864,17 melebihi target/anggaran sebesar                             Rp. 28.535.475,00 atau 0,01% dari target sebesar Rp.226.278.866.389,17. 
b).	Pengeluaran Pembiayaan Daerah terealisasi sebesar                                Rp. 1.922.857.843,00 kurang dari target/anggaran sebesar                          Rp. (53.132,00)  atau 0% dari target sebesar  Rp. 1.922.910.975,00
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